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a
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan
oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dalam
perekonomian, mengurangi beban biaya masyarakat, serta meai tujuan
pembangunan nasional. Secara umum, subsidi adalah bantuan finansial yang
diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu dengan
juan untuk mengurangi harga barang atau jasa sehingga lebih terjangkau oleh
masyarakat. Subsidi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti subsidi harga,
subsidi produksi, subsidi pajak, atau dalam bentuk bantuan langsung.

Dalam konteks ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, subsidi
memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan
ckonomi. Pemerintah sering kali memberikan subsidi pada sektor-sektor yang
dianggap esensial bagi masyarakat luas, seperti energi (BBM dan listrik), pangan,
pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan
bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses
kebutuhan dasar mereka.

Di Indonesia, subsidi pupuk telah diatur secara nasional oleh Kementerian
Pertanian melalui berbagai regulasi yang kemudian diturunkan ke tingkat daerah
untuk pelaksanaan teknisnya. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten
Kediri, memiliki tanggung jawab dalam mengatur sistem penyaluran subsidi agar
tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, keberhasilan
pelaksanaan subsidi sangat bergantung pada efektivitas regulasi di tingkat daerah dan
komitmen dari semua pemangku kepentingan. (Kementerian Pertanian, 2021)

Salah satu bentuk subsidi yang strategis adalah subsidi di sektor pertanian,
seperti subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian. Subsidi ini diberikan sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas petani, menekan biaya produksi, dan menjaga
stabilitas harga pangan. Pupuk sebagai komponen penting dalam sistem produksi
pertanian sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Namun, tingginya harga pupuk di
pasaran seringkali menjadi hambatan utama bagi petani, terutama petani kecil, dalam
meningkatkan produktivitas lahan mereka. Oleh karena itu, pemberian subsidi pupuk
menjadi langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional.
Penyediaan makanan, pakan ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada




keberhasilan program pembangunan pertanian. Pertanian memainkan peran yang
sangat strategis dalam mendukung ekonomi nasional, mewujudkan ketahanan pangan,
meningkatkan daya saing, serapan tenaga kerja, dan membantu pengentasan
kemiskinan. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan panggy bagi masyarakat adalah tugas
utama yang tidak mudah, terutama dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada
tahun 2050 yang diperkirakan mencapai 330,9 juta jiwa, menjadikannya negara
terpadat keenam di dunia setelah India. (Kementerian Pertanian, 2021)

Pangan adalah kebutuhan esensial bagi manusia untuk mempertahankan
hidup, oleh karena itu, ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap individu setiap
saat adalah hak asasi yang harus dipenuhi. Berdasamn realitas ini, isu pemenuhan
kebutuhan pangan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan suatu negara.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, menghadapi tantangan yang
kompleks dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi warganya, menjadikan
ketahanan pangan isu sentral dalam pembangunan dan fokus dalam pengembangan
sektor pertanian. (Tahun, 2026)

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan
ekonomi nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan daya
saing, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagai negara
agraris, Indonesia sangat bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil pertanian yang optimal, diperlukan
berbagai sarana produksi, salah satunya adalah pupuk. Pupuk memiliki peran vital
dalam meningkatkan produktivitas dkualitas hasil pertanian. Oleh sebab itu,
pemerintah mengalokasikan anggaran subsm:upuk agar petani dapat memperoleh
pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Peranan sektor pertanian dapat dipahami
secara lel:la menyeluruh, di antaranya: (1) sebagai penyedia pangan masyarakat yang
berfungsi strategis dalam menciptakan ketahanan pangan nasional (food security), (2)
sektor pertanian memproduksi bahan baku untuk mendukung pengembangan sektor
industri dan jasa, (3) sektor pertanian berpotensi menghasilkan atau menghemat
devisa dari ekspor atau produk substitusi impor, (4) sektor pertanian adalah pasar yang
menjanjikan bagi produk-produk industri, dan (5) sektor pertanian mampu
menyediakan modal untuk pengemb@an sektor-sektor lain (keluarannya adalah
modal untuk investasi di sektor lain). (Muharjono & Zein Syarif. 2006).

Peningkatan kinerja sektor pertanian bergantung pada berbagai faktor yang
mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi (saprodi) yang
sangat memengaruhi hasil dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan




nlpuk di pasar, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun harga yang terjangkau, harus
dijamin oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah berkomitmen untuk
menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan dengan harga yang dapat terjangkau oleh pengguna pupuk. Kebijakan
inilah yang mendorong pemerintah untuk menerapkan subsidi pupuk bagi para petani.
Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada petani untuk
meningkatkan produksi pangan dan pendapatan mereka.

Pertanian adalah sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia.
Peran sektor pertanian tidakmnya sebatas penyedia makanan, tetapi juga sebagai
pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan data
dari Badan Pusat StatistEBPS), pada tahun 2020, sektor pertanian memberikan
kontribusi sekitar 13,7% Bri total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor
ini memiliki posisi yang strategis dalam Pembangunan Nasional. Pada tahun 2016,
kontribusi sektor pertanian mencapai 13,45% dari PDB Indonesia, menjadikannya
sebagai sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan. Sebagai negara yang
bergerak dalam bidang agraris, Indonesia menempatkan pertanian sebagai tulang
punggung ekonomi, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk
mendukung perkembangan sektor pertanian. (Nadziroh, 2020)

Dalam era global yang terus berkembang, kebutuhan akan sumber daya
pertanian setiap tahun mmnjukkan peningkatan yang signifikan. Fenomena ini
terjadi akibat fluktuasi cuaca yang tidak menentu, yang mengharuskan kegiatan
pertanian atau perkebunan untuk mendapatkan pengolahan yang tepat. Salah satu
aspek pming dari sumber daya pertanian yang perlu diperhatikan adalah pemupukan.
Pupuk adalah salah satu bahan yang sangat diperlukan untuk tanaman, baik dalam
pertanian maupun perkebunan. Pupuk memiliki berbagai keuntungan bagi tanaman,
di antaranya dapat mempercepat pertumbuhan vegetatif, memperkuat aar dan batang,
serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama atau penyakit. Seorang petani
dapat memproduksi beras yang baik dengan menjaga kesuburan tanah, yang mana
kombinasi pemupukan antara pupuk organik dan anorganik perlu dilakukan.
Keuntungan dari penggabungan kedua jenis pupuk tersebut adalah mengatasi
kekurangan dari masing-masing pupuk; pupuk anorganik membantu mengatasi sifat
kurangnya pupuk organik, dan sebaliknya. Sebagai keperluan fundamental dalam
pertanian, penggunaan pupuk masih dapat dihitung, namun dalam kondisi iklim yang
tidak stabil, pupuk menjadi prioritas utama. Untuk memastikan ketersediaan pupuk,
keterlibatan perusahaan produsen pupuk sangatlah penting guna memenuhi
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permintaan para petani. Pupuk dibagigenjadi dua kategori berdasarkan distribusi dan
pengadaannya, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. (Beno et al., 2022)

24

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang distribusi dan pengﬁnnya
mendapatkan subsidi dari pemerintah demi kepentingan petani, berdasarkan program
pemerintah menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Nomor 15/M-
DAG/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian. Di sisi lain, pupuk non-subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan
distribus'aza tidak termasuk dalam program pemerintah dan tidak mendapatkan
subsidi. Pupuk bersubsidi juga merupakan bantuan yang disediakan pemerintah
kepada para petani guna mengurangi beban biaya produksi dan memastikan
ketersediaan pupuk dengan harga di bawah harga pasar. Ini adalah salah satu inisiatif
pemerintah dalam sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani. Keberadaan
subsidi pupuk cmpemerintah sangat meringankan tugas petani dalam meningkatkan
hasil pertanian, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah
ke bawah. (Ibrahim, 2021)

1

Pupuk merupakan input yang sangat krusial dalam meningkatkan
produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaannya dan penggunaannya memiliki
posisi strategis. Salah satu kebijakan menyangkut pengadaan pupuk adalah subsidi.
Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang menyertainya,
seperti pengadaan, distribusi, dan pengawasan uk bersubsidi. Dalam upaya untuk
mengoptimalkan kebijakan ini, perlu dilakukan kajian terhadap program subsidi yang
ada, dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
berdasarkan kebutuhan masyarakat, khususnya petani. Secara umum, terdapat dua
aspek yang mempengaruhi petani dalam menentukan jenis dan jumlah pupuk yang
diterapkan dalam usaha tani. Kedua aspek tersebut mencakup faktor teknis agronomis
dan faktor sosial ekonomi (PSE, 1997). Faktor teknis agronomis meliputi: (1) jenis
paket teknologi yang disarankan, (2) informasi teknologi dari sumber lain, (3)
kemungkinan substitusi atau komplementaritas antar tipe pupuk, (4) pola tanam
sepanjang tahun, dan (5) luas lahan yang dikelola. (Ibrahim, 2021)

Sementara itu, faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani
dalam penggunaan jenis dan jumlah pupuk, antara lain: (1) harga pupuk yang
digunakan dalam budidaya, (2) harga pupuk jenis lainnya, (3) harga input lainnya, (4)
harga hasil pertanian, dan (5) tingkat keuntungan dari usaha tani. Menurut Darwis dan
Saptana (2010), permintaan pupuk dipengaruhi oleh harga pupuk, luas area tanam,
dan dosis penggunaan pupuk. Begitu krusial dan strategisnya peran pupuk dalam




meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, sehingga pemerintah terus
mendorong permfaatan pupuk dengan meluncurkan beberapa kebijakan, termasuk
subsidi pupuk. (34. 1 1-Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2024. Pdf,
2023)

Pupuk adalah sarana produksi yang krusial dan memiliki PegR) signifikan
dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas komoditas pertanian. Pupuk adalah
bahan kimia atau organisme yang menyediakan unsur hara bagi tanaman secara
langsung atau tidak langsung. Pupuk anorganik adalah pupuk yang dihasilkan melalui
proses rekayasa kimia, fisik, dan/atau ggologis, serta merupakan produk industri
pabrik pupuk. Pupuk berfungsi sebagai input produksi yang dapat mengoptimalkan
hasil pertanian. Keterlibatan industri pupuk dalam perekonomian, khususnya pada
sektor pertanian, tidak bisa diragukan lagi, terutama dengan semakinﬂeluasnya area
lahan pertanian dan kebun di Indonesia, yang semakin menambah kebutuhan akan
pupuk. Permintaan pupuk yang terus melonjak mengharuskan peningkatan volume
produksi pupuk. Posisi pupuk yang sangat krusial dalam proses produksi pertanian
mendorong intervensi pemerintah untuk mengawasi perdagangan pupuk.

Sasaran utama dari kebijakan pertanian Indonesia adalah untuk memajukan
sektor ini, meningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi hasil produksi, serta
meningkatkan taraf hidup petani dan kesejahteraan masyarakat gara keseluruhan.
Pentingnya sektor pertanian harus diakui karena perannya dalam ketahanan pangan.
Berbagai langkah diambil oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan pangan,
seperti pemberian subsidi input produksi, pengaturan harga, dan perbaikan lembaga
pangan. Salah 11} dari kebijakan subsidi tersebut adalah subsidi pupuk. Upaya untuk
meningkatkan produksi pertanian memerlukan dukungan infrastruktur dan sarana,
termasuk pupuk yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Untuk itu, setiap
tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk guna meningkatkan
produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta memastikan akses terhadap pupuk
dengan harga terjangkau bagi petani yang memerlukannya. Ketersediaan pupuk,
sebagai sarana produksi utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat terpenuhi
sesuai dengan prinsip enagrepat: tepat waktu, jumlah, jenis, lokasi, kualitas, dan harga.
(Sujai Mahpud, 2023), (34.11-Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk- Bersubsidi-TA-
2024.Pdf, 2023)

Dalam upaya mendukung peningkatan target produksi pertanian yang terus
berkembang, Pemerintah menyediakan be ai infrastruktur dan sarana pertanian,
termasuk subsidi pupuk di sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk adalah salah satu




langkah pemerintah untuk membantu petani mengakses kebutuhan pupuk pertanian
dengan harga yang lebih ringan, sehingga diharapkan bisa mendorong peningkatan
produksi pertanian demi ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

Dalam upaya intensifikasi, pemupukan berperan penting seiring dengan
penggunaan bibit unggul yvang perlu didukung dengan suplai hara yang memadai.
Sementara itu, dalam upaya ekstensifikasi, pupuk dibutuhkan untuk meningkatkan
produktivitas lahan dan mengembalikan produktivitas tanah di lahan yang sudah
dikonversi. Efektivitas penggunaan pupuk ditujukan pada penerapan pemupukan yang
seimbang dan berbasis organik, sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi serta
standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Penerapan pemupukan yang
berimbang perlu didukung dengan aksesibilitas ura memperoleh pupuk dengan
harga yang terjangkau. Pupuk adalah komoditas penting dalam upaya mencapai
ketahanan pangan nasional, dan pemerintah telah me iakan subsidi untuk
pengadaan dan distribusi beberapa jenis pupuk tertentu. Pupuk bersubsidi adalah
pupuk yang diperoleh dan didistribusikan dengan bantuan subsidi dari Pemerintah
untuk kebutuhan petani berdasarkan program pemerintah. (Pokhrel, 2024)

Pupuk adalah salah satu elemen utama dalam produksi pertanian yang
berkontribusi pada peningkatan kesuburan tanah serta pertumbuhan tanaman. Pupuk
yang diberikan dalam dosis dan jenis yang tepat dapat memberikan hasil panen yang
signifikan. Terdapat dua kaori pupuk yang umum digunakan dalam pertanian:
pupuk organik, yang berasal dari bahan alami seperti kompos dan pupuk kandang, dan
pupuk anorganik atau kimia, yang mengandung unsur hara yang lebih cepat terserap
oleh tanaman. Subsidi pupuk dari pemerintah umumnya mencakup pupuk anorganik
seperti urea, NPK, dan SP-36. Namun, akses yang terbatas terhadap pupuk bersubsidi
sering menjadi kendala bagi petani. Tanpa mendapatkan cukup pupuk, hasil panen
dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan
petani serta ketahanan pangan nasional.

Dapat diketahuigihwa pupuk yang diproduksi dan beredar di pasaran sangat
bervariasi, baik dari segi jenis, bentuk, ukuran, maupun kemasan. Hampir 90% pupuk
tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, mulai dari makro
hingga mikro. Jika tindakan pemupukan untuk menambah bahan-bahan yang kurang
tidak dilakukan secara tepat, maka tanaman akan tumbuh d@jgan kurang optimal,
seperti menguning, tergantung pada unsur yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah
berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan melalui
berbagai kebijakannya. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan
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ketahanan pangan adalah melalui subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk ini
diharapkan dapat mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian
sekaligus pendapatan mereka. Kebijakan pemerintah m#enai hal ini adalah subsidi.
Sejak tahun 1971, subsidi pupuk diterapkan untuk menekan biaya yang harus
ditanggung petani dalam pengadaan pupuk, sehingga petani tidak mengalami
kesulitan dalam memperoleh pupuk akibat biaya, dan untuk mendukung hal ini,
perusahaan harus mendistribusikan pupuk kepada petani. (Ibrahim, 2021)

Secara umum, kebijakan pupuk subsidi adalah bentuk intervensi negara yang
memiliki tujuan strategis, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Di satu sisi, kebijakan
ini dimaksudkan untuk mendorong produksi pangan, menekan inflasi harga bahan
pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki
dimensi keadilan sosial karena membantu kelompok masyarakat yang rentan terhadap
gejolak pasar. Namun, apabila implementasinya tidak tepat sasaran, maka tujuan-
tujuan tersebut tidak akan tercapai dan justru menimbulkan ketimpangan baru.
Melihat pentingnya posisi kebijakan ini, maka perlu dilakukan evaluasi yang
mendalam terhadap pelaksanaannya. Evaluasi ini dihar n dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: Apakah kebijakan ini telah berjalan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan? Apa saja kendala yang dihadapi di lapangan?
Bagaimana persepsi petani terhadap kebijakan ini? Dan apa rekomendasi yang bisa
diberikan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini ke depan?

1

gebijakan pemberian subsidi pupuk telah dilaksanakan selama bertahun-
tahun dan setiap tahun anggaran yang disiapkan cenderung sew.kin meningkat.
Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah isu, seperti kelangkaan pupuk
di beberapa daerah sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan
harga di atas HET, peredaran pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi, serta
antarwilayah. Meskipun memiliki tujuan mulia, kebijakan subsidi seringkali
menimbulkan berbagai persoalan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan
utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana subsidi yang seharusnya diberikan
kepada kelompok rentan justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu,
mekanisme penyaluran subsidi yang tidak efisien, kurangnya pengawasan, serta
lemahnya sistem pendataan juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dapat
mengakibatkan pemborosan anggaran negara, distorsi pasar, dan ketimpangan sosial.
(Kariyasa dan Yusdja, 2005)

Evaluasi terhadap kebijakan subsidi, termasuk subsidi pupuk, menjadi sangat
penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai
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tujuannya. Evaluasi ini juga berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun
kebijakan lanjutan, baik untuk penyempurnaan sistem penyaluran maupun

ormulasi skema subsidi agar lebih efisien dan berkeadilan. Efektivitas subsidi itu
sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian pihak karena selama ini subsidi yang
diberikan dianggap masih kurang tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian
subsidi melalui produsen (tidak langsung) telah banyak dikritisi karena dianggap
hanya menguntungkan produsen, bukan petani sebagai penerima manfaat.

Masalah lain dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak perhatian
adalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk, sehingga hampir setiap tahun terjadi
kelangkaan pupuk saat musim tanam. Dalam kondisi ini, tulisan ini bertujuan untuk
mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan subsidi pupuk serta memberikan
rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi efektif dan
efisien. Kebijakan subsidi pupuk yang telah berlangsung lama inmi memberikan
dampak posim:lan negatif bagi pereckonomian nasional serta petani. Subsidi ini
diberlakukan untuk menigpkatkan kemampuan petani dalam membeli pupuk yang
tepat sesuai rekomendasi pemupukan berimbang berdasarkan lokasi. Dengan adanya
distribusi pupuk subsidi dari pemerintah, petani tidak perlu khawatir dalam
menerapkan teknologi baru (jenis dan dosis pupuk) karena harga pupuk telah disubsidi
(Susila, 2016).

Namun, dalam praktiknya banyak masalah yang muncul selama subsidi
pupuk diterapkan, seperti kelangkaan pupuk, penyaluran pupuk vang diselundupkan
lua.r negeri, dan harga yang melonjak di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) pada
pupuk bersubsidi, mengganggu pasar nonsubsidi dan antar daerah. Selagygitu,
fenomena kelangkaan pupuk ini terjadi akibat ketidaksesuaian antara usulan pupuk
muai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) dan realisasinya.
Kebijakan subsidi pupuk dinilai membawa dampak positif terh undeniable bagi
peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani, khususnya dalam
tanaman pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan
memberikan subsidi input melalui penetapan HET untuk pupuk bersubsidi. Kebijakan
pupuk bersubsidi terbati mampu memperluas areal panen dan meningkatkan
produksi padi nasional. Namun, dari manfaat yang diberikan oleh subsidi pupuk bagi
pertanian, pemerintah harus mengeluarkan biaya anggaran yang cukup besar untuk
program subsidi tersebut. (Susila, 2010)

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, terkadang terdapat pihak-pihak
yang berusaha melakukan penyimpangan dalam proses distribusi pupuk subsidi.

12




Maka dari itu, pemerintah berusaha mencegah terjadinya penyimpangan yang sering
dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi
penyelewengan dalam pendistribusian pupuk subsidi dan memastikan pupuk sampai
ke tangan petani adalah dengan membuat pola Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK). Distribusi pupuk bersubsidi sam')i menjadi salah satu program
pemerintah, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan program ini,
diperlulm dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), yang
merinci kebutuhan masing-masing petani yang telah tergabung dalam suatu kelompok
tani berdasarkan luas lahan yang dikerjakan. Kemudian, RDKK ini akan divalidasi
oleh Departemen Pertanian setempat melalui penyuluh pertanian yang ditugaskan di
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan adanya RDKK ini, diharapkan
distribusi pupuk bersubsidi dapat mengenai target dengan tepat.

2

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kerja usaha
tani dari kelompok tani untuk satu tahun, yang mencakup rincian sumber daya dan
potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian, dan pembagian kerja yang
dilakukan secara musyawarah antar anggota kelompok tani dengan bimbingan
Penyuluh, Petugas teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Unit Pelaksana
Teknis Daerah (KUPTD), dan didukung oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Salah satu
syarat yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan puk subsidi adalah
terdaftar sebagai anggota kelompok tani di daerah tersebut. Petani yang ingin
mendapatkan pupuk subsidi harus bergabung dala kelompok tani, karena petani
yang tidak terdaftar tidak berhak mendapatkannya. Setiap petani yang ingin membeli
pupuk subsidi dari pengecer harus terdaftar gam kelompok tani, tidak terkecuali bagi
petani dari kalangan bawah. Begitu pula, petani dari kalangan ekonomi atas yang
memiliki sawah luas, jika terdaftar sebagai anggota kelompok tani tetap
diperbolehkan mendapatkan pupuk subsidi. (Ummah, 2019a)

Kabupaten Kediri merupakaaalah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur
yang dikenal sebagai daerah agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata
pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian menjadi tulang punggung perckonomian
masyarakat pedesaan di wilayah ini. Oleh karena itu, kebijakan yang menyentuh
langsung sektor pertanian menjadi sangat pentinga:lalam upaya mendorong
kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Di wilayah Kabupaten Kediri
terdapat tujuh kios pupuk lengkap (KPL) yang melayani 62 Kelompok Tani (Poktan).
Petani mengajukan RDKK untuk mendapatkan algasi pupuk bersubsidi dari
pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Tentang Tata Cara Penetapan
Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Terdapat empat hal
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yang menjadi inti kebijakan pemerintah dalam peraturan baru tersebut. Pertama,
petani yang tergabung ke dalam kelompok tani (Poktan) yang telah terdaftar berhak
mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani sub sektor tanaman
pangan, hortikultura dan atau perkebunan dengan lahan paling luas dua hektare per
musim tanam. Kedua, pupuk subsidi diperuntukkan untuk sembilan komoditas pokok
dan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih,
tebu rakyat, kopi dan kakao. Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada
petani adalah Urea dan NPK. Keempat, mekanisme pengusulan alokasi pupuk
bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan atau data luas lahan dalam
Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), dengan tetap
mempertimbangkan luas baku lahan sawah.

Meskipun realisasi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Kediri tergolong
tinggi, namun distribusinya masih belum merata. Data Dinas Pertanian Kabupaten
Kediri tahun 2024 mencatat penyaluran pupuk Urea mencapai 93,3% dari alokasi
(33.781 ton dari 36.207 ton), NPK mencapai 99,4% (40.461 ton dari 40.698 ton),
sedangkan pupuk organik hanya tersalurkan sebesar 16,4% (1.103 ton dari 6.730 ton).
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis pupuk dapat diakses petani
secara seimbang. Selain itu, keterlambatan distribusi sering terjadi pada musim tanam,
terutamaa daerah pinggiran yang jauh dari kios resmi, sehingga banyak petani
terpaksa membeli pup@nonsubsidi dengan harga lebih tinggi. Permasalahan lain
yang muncul adalah ketidaksesuaian antara data Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) dengan realisasi di lapangan, di mana ada petani berhak yang
tidak mendapatkan alokasi, sementara pihak yang tidak berhak justru masuk daftar
penerima. Kondisi distribusi yang belum merata ini menimbulkan ketidakadilan dan
berimplikasi langsung pada kesejahteraan petani. Hal ini sekaligus menegaskan
pentingnya eve@si atas implementasi Perbup No. 28 Tahun 2014 di Kabupaten
Kediri, untuk memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat
sasaran, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh petani.

Untuk mendukung aktivitas pertanian, pemerintah daerah menerbitkan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

jjakan ini merupakan turunan dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk
memberikan subsidi pupuk kepada petani guna menekan biaya produksi dan
meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini
masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berbagai laporan menunjukkan
bahwa distribusi pupuk subsidi masih belum merata, dan ada sejumlah kasus di mana
petani yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan pupuk subsidi sesuai alokasi.
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Selain itu, terdapat persoalan dalam hal tata kelola pendistribusian, seperti
keterlambatan distribusi, sistem alokasi yang tidak transparan, dan pengawasan yang
lemah. Beberapa petani juga mengeluhkan adanya praktik-praktik penyimpangan
dalam penyaluran, termasuk dugaan penimbunan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari sisi kebijakan, Perbup No. 28 Tahun 2014 menjadi instrumen yang
krusial karena mengatur secara teknis bagaimana distribusi pupuk subsidi dilakukan
di Kabupaten Kediri. Dalam peraturan ini, dijelaskan mekanisme mulai dari
pengajuan kebutuhan pupuk oleh kelompok tani, proses verifikasi oleh penyuluh,
hingga distribusi oleh distributor resmi. Namun, mekanisme ini tampaknya belum
sepenuhnya berjalan efektif, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaannya.

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian penting dari siklus ket@kan, di
mana evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang muncul selama implementasi, serta memberikan dasar bagi
pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Dalam konteks Perbup No. 28 Tahun
2014, evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas penyaluran pupuk subsidi sebagai
bentuk intervensi pemerintah terhadap sektor pertanian.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya sosialisasi kepada petani
mengenai mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak petani
yang belum memahami tata cara pengajuan, sehingga mereka tidak terdaftar dalam
sistem alokasi. Di sisi lain, data kelompok tani dan lahan garapan yang digunakan
sebagai dasar alokasi pupuk juga sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui,
menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan alokasi yang
tersedia. Distribusi pupuk subsidi juga dihadapkan pada tantangan geografis, terutama
bagi petani yang tinggal di cmah terpencil. Akses terhadap distributor resmi menjadi
hambatan tersendiri, karenajara.angjalm dan biaya transportasi yang tinggi. Dalam
beberapa kasus, petani akhirnya membeli pupuk non-snmidi dengan harga yang lebih
mahal karena tidak sempat mengakses pupuk subsidi tepat waktu. Kondisi ini tentu
bertolak belakang dengan semangat dari kebijakan subsidi itu sendiri.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kediri seharusnya
memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi.
Pengawasan terhadap distributor, verifikasi data petani, serta evaluasi berkala
terhadap pelaksanaan Perbup seharusnya menjadi bagian dari upaya memperbaiki
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kualitas pelayanan kepada petani. Namun, dalam kenyataannya, koordinasi
antarinstansi dan pelibatan pemangku kepentingan lokal masih lemah. Hal ini
memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik di lapangan.

Desa Ketawang merupakan salah satu desa di Kecamatan Purwoasri,
Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa ini termasuk dalam wilayah pertanian
yang memiliki potensi cukup besar sebagai penyangga produksi komoditas pertanian
seperti jagung, padi, dan hortikultura lainnya. Desa ini dibentuk sebagai unit
pemerintahan desa dalam sistem adma‘[rasi Kabupaten karena berada di wilayah
pedesaan, penduduk Desa Ketawang sebagian besar bermata pencaharian sebagai
petani dan pekerja di sektor agrikultural.

Pertanian menjadi sektor utama perekonomian Desa Ketawang. Luas lahan
tanam relatif cukup terhadap kebutuhan tani jagung dan komoditas lainnya. Petani di
Ketawang termasuk dalam kelompok tani yang memanfaatkan pupuk bersubsidi dan
pupuk organik. Ada kepedulian terhadap praktek pertanian yang lebih ramah
lingkungan, seperti aktivitas organik yang dijalankan oleh Gapoktan (Gabungan
Kelompok Tani). Ada ketergantungan terhadap pupuk kimia dan subsidi pemerintah
untuk mendukung produktivitas. Distribusi pupuk bersubsidi menjadi hal penting bagi
petani agar produksi tetap optimal.

Salah satu persoalannya adalah distribusi pupuk yang belum seimbang antar
jenis. Berdasarkan data 2024, alokasi pupuk bersubsidi lebih besar untuk Urea
dibandingkan NPK, dan NPK Formula tidak dialokasikan sama sekali.
Ketergantungan pada pupuk jenis tertentu (seperti Urea) bisa menimbulkan masalah
jangka panjang pada kesuburan tanah jika unsur hara lainnya seperti fosfor dan kalium
kurang diperhatikan. Ketersediaan sarana dan pendampingan pertanian yang
mendukung praktek pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk formula masih
terbatas. Fluktuasi harga, kemampuan ekonomi petani, dan akses informasi juga turut
memengaruhi bagaimana pupuk dialokasikan dan digunakan secara efektif.

Desa Ketawang memiliki peran penting sebagai daerah produsen pertanian di
Purwoasri, sehingga efektivitas distribusi pupuk bersubsidi sangat mempengaruhi
produktivitas tanaman dan kesejahteraan petani. Kebijakan subsidi pupuk harus
mempertimbangkan kebutuhan spesifik lokal agar distribusi lebih adil dan sesuai
ketersediaan lahan serta kondisi tanah. Perhatian pada pemupukan berimbang penting
agar keberlanjutan produksi dan kualitas tanah tetap terjaga, tidak hanya fokus dalam
jangka pendek.
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Gambar 1. 1 Total Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024 (Kg)
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Gambar 1. 2 Persentase Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024

erdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024 untuk komoditas
jagung di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, tercatat rencana
tanam seluas 80,04 hektar dengan alokasi pupuk sebagai berikut: Urea 10.547 Kg,
NPK 7.042 Kg, dan NPK Formula 0 Kg. Distribusi ini menunjukkan bahwa kebutuhan
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pupuk petani sebagian besar masih bertumpu pada Urea (60%), diikuti oleh NPK
(40%), sedangkan NPK Formula tidak mendapat alokasi sama sekali. Distribusi pupuk
menunjukkan bahwa Urea mendominasi alokasi karena perannya penting dalam
menunjang pertumbuhan vegetatif jagung. NPK tetap diberikan dalam jumlah yang
signifikan untuk mendukung fase generatif tanaman. Sedangkan NPK Formula tidak
dialokasikan pada periode ini. Dengan luas rencana tanam 80,04 hektar, kebijakan
distribusi ini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan nitrogen (Urea)
dibandingkan pemupukan berimbang.

Kondisi tersebut memunculkan beberapa permasalahan. Pertama, dominasi
alokasi Urea menunjukkan adanya ketergantungan tinggi petani terhadap pupuk
nitrogen, padahal pemupukan berimbang seharusnya juga memperhatikan unsur hara
lain untuk menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Kedua, tidak adanya alokasi NPK
Formula dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk yang
lebih variatif, sehingga efektivitas pemupukan berimbang bisa terganggu. Ketiga,
kebijakan distribusi yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan jangka
pendek (pertumbuhan vegetatif) berpotensi mengabaikan aspek keberlanjutan
produktivitas lahan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan penyaluran pu
bersubsidi, khususnya terkait dengan proporsi distribusi antarjenis pupuk. Evaluasi ini
penting untuk memastikan bahwa subsidi pupuk benar-benar efektif dalam
mendukung produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus
menjaga keberlanjutan lingkungan pertanian di masa depan. Kebijakan publik dapat
dievaluasi menggl.m(an berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang relevan
dalam konteks ini adalah model CIPP (Context, Input, Prmss, Product). Model ini
memungkinkan peneliti untuk melihat latar belakang atau konteks kebijakan, sumber
daya yang digunakan, proses pelaksanaan, serta hasil atau dampak dari kebijakan
tersebut. Dengan menggunakan model CIPP, evaluasi terhadap Perbup No. 28 Tahun
2014 dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk
melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Kediri
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Subsidi sebagai Upaya Membantu
Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri.”
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1.2 Rumusan Masalah
Bagiamana evaluasi Kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 tentang penyaluran
pupuk bersubsidi sebagai upaya membantu sector pertanian di Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian
Mengevaluasi Kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 EAtang penyaluran pupuk
bersubsidi sebagai upaya membantu sector pertanian di Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat secara Teoritis, penelitian ini untuk penelitianaori evaluasi yang
digunakan pada kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan seperti,
Dinas Pertanian, peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Kediri diharapkan
dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan
didalam pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

Manfaat segya Praktis, biasanya penelitian ini digunakan untuk penyelesaian
pada suatu instansi yang membutuhkan gambaran pelaksanaan kartu tani di
lapangaeepeni, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten
Kediri. Selanjutnya dengan mengetahui pelaksanaan program kartu tani
tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perencanaan
pembangunan dan kebijakan pendistribusian pada bidang pertanian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

o

D, SUKA KARYA

o ; (N
Gambar 4. 1 Kios Pupuk Bersubsidi di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri,
Kabupaten Kediri
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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ketawang, Kecamatan Pura,lsri,
Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah agraris
dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petm:aomoditas utama di
wilayah ini antara lain padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Berdasarkan data dari
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri (2024), Desa Ketawang memiliki
luas lahan pertanian sekitar 80,04 hektar, dengan total alokasi pupuk bersubsidi jenis
Urea sebanyak 10.547 kg (60%), NPK sebanyak 7.042 kg (40%), dan NPK formula 0
kg.

Desa ini dipilih sebagai lokasi p@litian karena memiliki karakteristik dan
dinamika yang menarik dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun
2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi, khususnya terkait ketidaksesuaian antara
data RDKK dan realisasi lapangan, serta permasalahan keterlambatan distribusi pupuk
yang sering terjadi saat musim tanam. Pelaksanaan kebijakan di desa ini melibatkan
berbagai pihak, yaitu:

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri sebagai pelaksana teknis
kebijakan,

Distributor dan pengecer pupuk sebagai penyalur di tingkat wilayah,

Gapoktan dan kelompok tani sebagai penerima manfaat utama,
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4. Penyuluh pertanian sebagai pendamping penyusunan RDKK dan pelaksanaan
distribusi di lapangan.

Secara umum, Desa anang memiliki struktur kelembagaan pertanian
yang cukup aktif dengan adanya Gabungan Eompok Tani (Gapoktan) dan beberapa
Kelompok Tani (Poktan) yang 574 rutin menyusun Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK). Namun, implementasi kebijakan subsidi pupuk masih
menghadapi kendala pada aspek pendataan, pemerataan distribusi, dan pengawasan.

4.1.2 Penyajian Data

Data hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan lima kategori
informan sesuai pedoman, yaitu pejabat/staf Dinas Pertanian, ketua Gapoktan, anggota
kelompok tani, distributor/pengecer pupuk bersubsidi, serta pefEi penerima dan non-
penerima pupuk. Data disajikan dan dikelompokkan sesuai model CIPP (Context,
Input, Process, Product) :
A. Komponen Context (Konteks)

Konteks penelitian menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya
Perbup No. 28 Tahun 2014, serta relevansinya terhadap kebutuhan petani di
Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabaminas Pertanian,
Perbup No. 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk mengatur tata cara penyaluran pupuk
bersubsidi agar lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.

Sebelum adanya kebijakan ini, banyak keluhan dari petani mengenai
kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tinggi, serta penyaluran yang tidak merata.
“Dulu sebelum ada peraturan bupati, distribusi pupuk sering tidak jelas. Ada petani
yang dapat lebih, ada vang malah tidak kebagian. Sekarang dengan RDKK, semuanya
harus terdata,” (Staf Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas menyampaikan bahwa sebelum diberlakukannya Perbup, distribusi
pupuk tidak terkoordinasi dengan baik, sering terjadi kekurangan stok, dan penyaluran
tidak terdokumentasi dengan jelas. Banyak aduan petani terkait sulithya memperoleh
pupuk pada musim tanam. “Sebelum ada RDKK yang ketat, banyak data vang tidak
sesuai kondisi lapangan. Ada petani yang kebutuhannva kecil tapi dapat banyak,
sebaliknya vang butuh banyvak malah kurang.” (Staf Dinas Pertanian Kabupaten
Kediri).

Dinas juga menilai kebijakan ini masih sangat relevan, terutama karena
sektor pertanian di Kabupaten Kediri bergantung pada ketersediaan pupuk yang tepat
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waktu dan terjangkau. Mekanisme RDKK dinilai mampu memperjelas kebutuhan
pupuk per kecamatan dan desa.

Permasalahan utama yang mendasari kebijakan adalah ketidaktepatan
sasaran, lemahnya pengawasan, distribusi yang tidak merata, hingga potensi
penyimpangan pupuk bersubsidi di lapangan. “Dulu itu pengawasannya kurang. Ada
saja pengecer vang nakal, menjual ke vang bukan penerima. Dengan Perbup ini kita
bisa menindak dan memperketat aturan. ” (Staf Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Ketua Gapoktan Desa Ketawang menambahkan bahwa kebijakan ini
memberikan kejelasan prosedur bagi kelompok tani, meskipun dalam praktiknya
masih ditemukan keterlambatan atau ketidaktepatan jumlah pupuk. “Perbup ini bagus
sebenarnya, karena menertibkan data. Tapi kadang realisasinva tidak sesuai, yang
diminta 100 zak kadang datang 70 saja,” (Ketua Gapoktan Ketawang). Kelompok
tani menilai kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan petani karena pupuk merupakan
input produksi utama. Mereka merasakan manfaat dari sistem RDKK yang membuat
pembagian lebih tertib.

Menurut Ketua Gapoktan, sebelum kebijakan diberlakukan, distribusi
pupuk sering terlambat dan tidak terstruktur. Petani sering berebut pupuk ketika stok
datang dan tidak ada acuan kuota yang jelas. Ketua Gapoktan menyebutkan bahwa
manfaat yang paling dirasakan adalah distribusi yvang lebih terkontrol, adanya
kepastian alokasi, serta kemudahan dalam mengatur kebutuhan pupuk anggota.
“Sekarang kami punva data jelas lewat RDKK. Jadi kami bisa mengatur siapa dapat
berapa.” (Ketua Gapoktan Ketawang).

Menurut anggota kelompok tani, kebijakan pupuk bersubsidi sangat
membantu kebutuhan petani, terutama dalam menekan biaya produksi dan menjaga
keberlanjutan usaha tani. Mereka merasa bahwa ketersediaan pupuk subsidi yang
diatur melalui RDKK membuat distribusi lebih jelas. Sebelum kebijakan ini, petani
sering kesulitan memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Ketersediaan pupuk
tidak menentu dan mempengaruhi hasil panen mereka. “Dulu pupuk sering langka,
Mbak. Kalau pun ada harganyva mahal. Kadang kami harus kurangi pemakaian.”
(Anggota Kelompok Tani). Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini sangat
membantu karena menekan biaya produksi dan memperbaiki ketersediaan pupuk.
Meski demikian, kuota sering kali belum memenubhi total kebutuhan lahan. “Sekarang
lebih enak. Pupuknya ada meskipun kadang kurang jumlahnya. Tapi setidaknya ada
pegangan.” (Anggota Kelompok Tani).
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Para petani mengakui bahwa mereka sangat bergantung pada pupuk
subsidi. Tanpa subsidi, biaya operasional meningkat signifikan sehingga berdampak
pada keuntungan. “Kalau beli pupuk nonsubsidi, aduh... berat di ongkos. Bisa rugi
kalau hasil panen tidak tinggi.”” (Anggota Kelompok Tani).

Selanjutnya Distributor juga menyampaikan bahwa mereka memahami
gan baik kebijakan pupuk bersubsidi, terutama ketentuan yang mengatur bahwa
pupuk hanya boleh disalurkan kepada petani yang terdaftar dalam RDKK. Mereka
memahami bahwa tugas utama distributor adalah memastikan pupuk disalurkan sesuai
dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dan menjaga agar tidak terjadi
penyelewengan. Beberapa distributor telah terlibat sejak awal penerapan Perbup, dan
mereka merasakan perubahan sistem menjadi lebih tertata dengan adanya pembagian
alokasi dan jadwal distribusi yang jelas. “Sejak 2014 kami sudah ikut menyalurkan
pupuk sesuai regulasi ini. " (Distributor Pupuk).

Kebijakan ini membuat sistem kerja distributor lebih ketat dan
administratif. Ada peningkatan beban pencatatan, namun distribusi menjadi lebih
transparan dan dapat dipantau. “Sekarang harus banvak catatan, laporan, dan
pengecekan. Lebih rumit tapi lebih aman.” (Distributor Pupuk). Namun, ada juga
kendala yang sering dihadapi distributor antara lain keterlambatan pasokan dari
produsen, ketidaksesuaian RDKK, permintaan petani yang lebih tinggi dari kuota,
serta kendala transportasi.

Tabel 4. 1 Daftar Harga Pupuk

Kategori Jenis Pupuk Harga

Subsidi Urea 112.000
Subsidi NPK 115.000
Subsidi Phonska 115.000
Non-subsidi Urea 250.000
Non-subsidi NPK 250.000
Non-subsidi Phonska 250.000

Dari sisi petani, sebagian besar menyatakan bahwa kebijakan pupuk
bersubsidi membantu meringankan beban biaya produksi, terutama bagi petani kecil.
Namun, petani non-penerima menilai bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya adil,
karena masih ada petani yang memiliki lahan kecil tetapi tidak terdaftar dalam RDKK.
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“Yang dapat subsidi memang terasa ringan biayanya, tapi kami yang tidak terdaftar
va tetap beli pupuk nonsubsidi, mahal sekali,” (Petani non-penerima).

Petani menyampaikan bahwa penerima subsidi lebih mampu menjaga
produktivitas karena biaya pupuk lebih rendah, sedangkan non-penerima harus
membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal sechingga beban biaya
meningkat. Sebagian petani penerima menilai kebijakan cukup adil, namun petani non-
penerima masih merasa seleksi belummerata. “Ada yang punya lahan luas dapat, yang
kecil justru tidak dapat. Harusnva lebih tepat sasaran.” (Petani non-penerima).

Ada petani kecil yang tidak masuk RDKK sehingga tidak mendapat pupuk.
Petani non-penerima biasanya membeli pupuk nonsubsidi di pengecer dengan harga
lebih tinggi. Mereka berharap mekanisme RDKK diperbaiki agar dapat
mengakomodasi lebih banyak petani kecil. Secara umum, konteks kebijakan ini masih

relevan dengan kebutuhan petani, namun perlu perbaikan dalam pendataan penerima
manfaat dan pemerataan alokasi pupuk.

B. Komponen Input (Masukan)

Komponen input menilai kesiapan perencanaan, sumber daya, dan sarana
pendukung implementasi kebijakan. Dinas Pertanian menjelaskan bahwa proses
penyusunan RDKK dilakukan setiap tahun dengan pendampingan penyuluh pertanian.
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Gambar 4. 2 Data RDKK Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri

Pihak Dinas menjelaskan bahwa perencanaan distribusi pupuk subsidi
dimulai dari penyusunan RDKK oleh kelompok tani. Proses ini dianggap sebagai
bagian paling krusial karena menentukan jumlah kebutuhan pupuk tiap desa. Mereka
menjelaskan bahwa strategi implementasi Perbup ini dilakukan melalui beberapa
tahapan, yaitu: pendataan kebutuhan, penyusunan rencana alokasi, koordinasi dengan
produsen, hingga distribusi ke tingkat pengecer. Dinas juga melakukan sosialisasi
rutin sebelum musim tanam untuk memastikan seluruh pihak memahami prosedur
yang berlaku. “Perencanaan distribusi pupuk itu sebenarnya panjang prosesnya.
Kami mulai dari pengumpulan data di tingkat kelompok tani, lalu diverifikasi
penvuluh, dan baru naik ke kami. Setelah itu kami tentukan alokasi per kecamatan
dan desa. Setiap tahun strateginva selalu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Misalnya saat kebutuhan meningkat, kami usulkan penambahan alokasi, meskipun
tidak selalu disetujui pusat.” (Staff Dinas Pertanian).

Dinas menilai SDM yang tersedia sudah cukup memadai, namun tantangan
muncul saat musim tanam tiba dimana volume pekerjaan jauh meningkat. Para
penyuluh lapang sering kali harus menangani banyak kelompok tani sekaligus,
sehingga tingkat efektivitas kinerja sedikit menurun. Dari aspek anggaran, Dinas
menjelaskan bahwa sebagian besar pendanaan untuk pengawasan, administrasi, dan
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koordinasi berasal dari APBD. Meski cukup, namun anggaran tidak memungkinkan
untuk melakukan pengawasan vang terlalu intens ke seluruh desa secara bersamaan.
“Kalau dari sisi jumlah SDM sebenarnva cukup, tapi penyebarannya tidak merata.
Ada kecamatan yvang hanya punva satu penyuluh, tapi harus mendampingi banyak
kelompok tani. Jadi saat musim tanam, mereka sering kewalahan. Sedangkan dari sisi
anggaran, kami memang ada alokasi dari APBD, tapi tidak bisa terlalu sering turun
ke lapangan karena keterbatasan biaya operasional. ” (Staff Dinas Pertanian).

Dinas menjelaskan bahwa pengisian RDKK dilakukan berjenjang mulai dari
anggota kelompok, ketua kelompok, penyuluh hingga diverifikasi oleh Dinas. Proses
verifikasi menjadi penting untuk mencegah data ganda, lahan fiktif, atau
ketidaksesuaian kebutuhan. Mereka juga menekankan bahwa penyusunan RDKK
dilakukan berbasis NIK, sehingga transparansi lebih terjaga. Namun, permasalahan
tetap muncul seperti petani yang terlambat menyerahkan data, atau perubahan luas
lahan yang tidak segera dilaporkan. “Dalam verifikasi RDKK, kami sering
menemukan data yang tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi lahan sebenarnya.
Misalnya ada petani vang mengaku punya lahan satu hektare padahal hanva
setengahnya. Itu harus kami koreksi. Kadang prosesnya lama karena menunggu revisi
dari kelompok tani. Tapi verifikasi ini penting untuk memastikan pupuk benar-benar
sampai ke vang berhak.” (Staff Dinas Pertanian).

Secara umum, sarana dan prasarana di tingkat kabupaten dinilai cukup
memadai untuk pelaksanaan kebijakan. Namun di tingkat lapangan, terutama wilayah
yang jauh dari pusat kecamatan, beberapa kendala ditemukan seperti kurangnya
kendaraan operasional, keterbatasan gudang penyimpanan, serta jarak tempuh yang
cukup jauh ke distributor. “Sarana kami sudah lumavan lengkap, tapi kalau bicara di
lapangan ya ada beberapa kendala. Misalnya penyuluh tidak punva motor dinas
khusus, jadi mereka memakai kendaraan pribadi. Atau ada kelompok tani yang
gudangnya belum standar sehingga penvimpanan pupuk tidak maksimal. Masalah-
masalah seperti ini masth perlu diperbaiki ke depannya.” (Staff Dinas Pertanian).

Ketua Gapoktan menyampaikan bahwa penyusunan RDKK dilakukan setiap
tahun melalui pertemuan anggota. Proses ini meliputi pendataan luas lahan, jenis
komoditas yang ditanam, serta jumlah pupuk yang dibutuhkan. Namun, proses ini
tidak selalu lancar. Terkadang ada anggota yang terlambat menyerahkan data atau
tidak memahami cara menghitung kebutuhan pupuk secara teknis. "“Biasanya kami
kumpulkan anggota satu per satu. Mereka bawa data lahan, kemudian kami catat
Jumlah kebutuhannya. Tapi sering juga ada vang bingung menghitung kebutuhan
pupuk. Jadi kami bantu menghitung. Tantangan lainnyva, ada anggota yang telat
melapor sehingga kami harus revisi data berkali-kali sebelum diserahkan ke
penvuluh.” (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).
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Ketua Gapoktan mengakui bahwa kuota pupuk subsidi yang diterima
kelompok sering lebih rendah dibandingkan kebutuhan riil petani. Penyebabnya
antara lain keterbatasan alokasi kabupaten dan tingginya kebutuhan saat musim tanam
tertentu. "Kami sebenarnya butuh pupuk lebih banyak, tapi alokasinya tidak pernah
penuh. Contohnyva, kalau total kebutuhan kelompok 10 ton, yang turun hanya 6-7 ton.
Jadi harus dibagi secara ketat. Kadang ada anggota vang tidak puas, tapi kami tidak
bisa berbuat banvak karena semuanva mengikuti alokasi dari pusat.” (Ketua
Gapoktan Desa Ketawang).

Ada juga kendala muncul karena data lahan dan anggota kelompok tani
tidak selalu diperbarui secara akurat. Hal ini berdampak pada perbedaan antara
kebutuhan pupuk yang diusulkan dan realisasi di lapangan. “Kadang data lahan
belum diperbarui. Ada petani yang sudah tidak aktif tapi masih terdafiar di RDKK,
sebaliknya ada petani baru belum masuk data, ” (Penyuluh pertanian lapangan).

Ketua Gapoktan menilai bahwa penyuluh pertanian memberikan
pendampingan yang cukup intens terutama saat penyusunan RDKK. Penyuluh
membantu memverifikasi data anggota agar sesuai dengan standar. “Penyuluh selalu
mendampingi kami setiap kali menyusun RDKK. Mereka juga mengecek satu per satu
apakah luas lahan sesuai kenvataan atau tidak. Kalau ada petani yang baru
menggarap lahan, mereka minta surat keterangan dari desa supava data valid”
(Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Kendala paling sering muncul adalah keterlambatan data dari anggota dan
perubahan kondisi lahan. “Kendalanya itu biasanya dari anggota sendiri. Ada yang
tiba-tiba menambah lahan, tapi tidak melaporkan. Atau kadang data yang diberikan
tidak lengkap, sehingga harus bolak-balik revisi. Ini vang membuat proses
penyusunan RDKK lama.” (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Anggota kelompok tani mendapatkan pupuk melalui pengecer resmi
berdasarkan jatah yang disusun ketua kelompok. Mereka wajib membawa KTP dan
kartu kelompok saat pengambilan. “Kami tidak bisa membeli pupuk seenaknya. Harus
pakai RDKK dan ambilnya lewat kelompok. Kalau nama tidak masuk daftar va tidak
bisa dapat. Jadi semua harus sesuai aturan.” (Anggota Kelompok Tani).

Sebagian besar petani menyatakan bahwa jumlah pupuk subsidi yang diterima
tidak memenuhi total kebutuhan lahan mereka, sehingga mereka harus membeli
pupuk nonsubsidi sebagai tambahan. “Kadang sava butuh dua kuintal untuk musim
tanam, tapi vang dapat cuma satu kuintal. Kekurangannya terpaksa beli pupuk biasa
vang harganva mahal. Tapi va bagaimana lagi, kami ikut aturan.” (Anggota
Kelompok Tani).
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Petani merasa prosedur pengajuan pupuk cukup mudah selama mereka aktif
berkomunikasi dengan ketua kelompok. “Kalau rajin lapor ke ketua kelompok,
semuanva mudah. Yang sulit itu kalau kita tidak aktif. Data tidak masuk, akhirnyva
tidak dapat jatah pupuk. Jadi harus sering koordinasi.” (Anggota Kelompok Tani).

Pelayanan dari pengecer dinilai cukup baik, meskipun sering kali stok datang
terlambat dari pusat. “Pengecer sebenarnyva baik, selalu melayani sesuai giliran. Tapi
kalau pupuknya telat datang dari pabrik, va kami juga ikut telat dapat. Itu yvang
kadang bikin kami khawatir kalau sudah dekat masa tanam.” (Anggota Kelompok
Tani).

Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan kios pupuk lengkap (KPL)
sudah mencukupi, tetapi beberapa wilayah pinggiran masih kesulitan akses karena
jarak dari gudang distributor cukup jauh. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam
penyaluran pupuk ke tingkat petani. Sementara itu, distributor dan pengecer mengaku
bahwa pasokan pupuk dari produsen (PT Petrokimia Gresik) sering terlambat datang,
terutama menjelang musim tanam serentak. “Kami hanva bisa menvalurkan sesuai
pasokan dari atas. Kadang jatah turun terlambat, akhirnya petani menunggu lama,
(Distributor pupuk bersubsidi).

Pasokan dari produsen sering tidak sesuai dengan kebutuhan desa,
sehingga distribusi ke pengecer ikut terhambat. “Kebutuhan di desa-desa itu besar,
tapi pasokan dari atas terbatas. Jadi yang kami salurkan juga mengikuti jumlah yang
kami terima. Kadang petani marah karena jatahnva sedikit, padahal bukan kami yang
menentukan.” (Distributor pupuk bersubsidi).

Distributor harus mengisi banyak dokumen setiap kali menyalurkan pupuk.
“Administrasinva memang lebih ketat sekarang. Setiap kantong pupuk vang keluar
harus dicatat namanva, NIK-nva, berapa jumlahnya. Laporan juga harus disetor
setiap bulan. Capek, tapi va memang aturan harus ditaati.” (Distributor pupuk
bersubsidi).

Kendala terjadi terutama saat musim hujan atau ketika pasokan datang
dalam jumlah besar dan mendadak. "“Kalau hujan dan jalan licin, truk tidak bisa
masuk ke beberapa desa. Selain itu, kadang pupuk datang di waktu yang tidak pasti,
sehingga kami sering kewalahan membagi dalam waktu singkat.” (Distributor pupuk
bersubsidi).
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Dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, petani penerima menjelaskan
bahwa pengajuan dilakukan melalui ketua kelompok, sementara petani non-penerima
biasanya tidak terdaftar karena keterlambatan administrasi atau belum menjadi
anggota kelompok. Penyuluh juga dinilai sangat membantu dalam memahami syarat
dan prosedur. “Pemyuluh biasanya ke desa, menjelaskan tentang cara mengisi data
dan mengurus RDKK. Jadi kami tidak bingung.” (Petani penerima pupuk subsidi).

Namun terkait kesediaan pupuk, baik penerima maupun non-penerima
menyampaikan bahwa pupuk subsidi jarang mencukupi total kebutuhan. “Subsidi itu
membantu, tapi belum cukup. Kalau kebutuhannya besar, tetap harus beli tambahan
di luar.”(Petani menerima dan non-penerima). Ada juga kendala yang dihadapi
seperti, stok tidak stabil, datangnya tidak menentu, dan kuota lebih kecil dari
kebutuhan lahan. “Kendalanva paling sering stok telat. Kalau kami telat pupuk
tanaman, hasil panen bisa turun. Itu yang paling kami khawatirkan.” (Petani
penerima pupuk subsidi).

Dari sisi anggaran, tidak ada kendala berarti karena subsidi ditanggung
pemerintah pusat. Namun, pengawasan terhadap kuota pupuk di tingkat kelompok
masih lemah, sehingga rawan penyelewengan. Secara keseluruhan, aspek input sudah
berjalan sesuai pedoman, namun belum optimal karena lemahnya validasi data RDKK,
kurangnya tenaga penyuluh, dan keterbatasan sarana distribusi.

C. Komponen Process (Proses)
Pada tahap proses, penelitian menemukan bahwa mekanisme distribusi

pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri sudah memiliki alur baku. Namun, dalam
praktiknya masih terdapat berbagai kendala di lapangan.

PRODUSEN
DISTRIBUTOR
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Gambar 4. 3 Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi




Dinas menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai
dari kabupaten, kecamatan, hingga kelompok tani. Koordinasi paling intens terjadi
menjelang musim tanam karena kebutuhan pupuk meningkat signifikan. Dinas
menyampaikan bahwa mereka rutin mengadakan rapat koordinasi dengan distributor
untuk memastikan kesiapan gudang dan stok. Selain itu, penyuluh pertanian menjadi
penghubung utama antara Dinas dan kelompok tani.

Menurut Dinas, pelaksanaan distribusi pupuk sudah mengikuti alur resmi.
Dinas menekankan bahwa sistem ini dibuat untuk memastikan alur pupuk bisa dilacak.
Namun, di lapangan masih terjadi kendala seperti ketidaksesuaian data atau
keterlambatan pengiriman. “Secara prosedur semua sudah jelas alurnva. Tapi
kadang-kadang di lapangan ada saja keterlambatan. Misalnya, jadwal pengiriman
dari produsen mundur satu atau dua hari. Itu langsung terasa dampaknya sampai
petani.” (Staff Dinas pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas juga mengungkapkan beberapa hambatan utama, yaitu
keterlambatan stok dari produsen, pembaruan data RDKK yang tidak tepat waktu,
beban kerja penyuluh yang terlalu besar, pengawasan yang belum merata.
Pengawasan sudah dilakukan melalui monitoring langsung dan pengecekan laporan
distributor serta pengecer. Namun, keterbatasan SDM membuat pengawasan belum
optimal.

Pada tahap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, ketua kelompok
menjelaskan bahwa pupuk disalurkan kepada anggota berdasarkan daftar RDKK.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Pertanian, distributor,
dan kelompok tani belum berjalan maksimal. Kadang informasi mengenai waktu
penyaluran pupuk tidak tersampaikan dengan cepat, sehingga terjadi penundaan
penebusan pupuk oleh petani. “Kadang pupuk sudah sampai di kios tapi petani belum
tahu. Sebaliknya, petani datang tapi pupuk belum datang dari distributor,” (Ketua
kelompok tani).

Ketua juga menegaskan terkait pupuk yang datang lebih sedikit dari
permintaan atau datang tidak sesuai waktu. “Paling sering itu pupuknya telat.
Misalnya harusnya datang awal bulan, tapi datangnyva akhir bulan. Itu bikin petani
panik karena mau tanam tidak bisa nunggu. " (Ketua kelompok tani).

Dari sisi pengawasan, Dinas Pertanian telah melakukan monitoring
berkala, namun keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pengawasan tidak merata
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di semua kecamatan. “Penmyuluh pertanian lapangan vang ditugaskan oleh Dinas
Pertanian hanya satu orang dalam satu kecamatan,” (Ketua Kelompok Tani). Selain
itu, transparansi data penerima pupuk di tingkat desa masih rendah, sehingga
menimbulkan kecemburuan sosial antar petani. “Pupuk Subsidi semua dapat, yang
tidak dapat itu yang tidak mengajukan RDKK. Untuk svarat pengajuan RDKK yaitu
Jfotocopy KTP, KK, dan pipil pajak sawah” (Penyuluh pertanian lapangan).

Dalam prosesnya, petani menjelaskan bahwa proses penyaluran berjalan
melalui ketua kelompok. Mereka datang pada hari yang sudah ditentukan untuk
mengambil pupuk. Petani juga menilai bahwa ketepatan distribusi masih menjadi
masalah utama. “Sering tidak pas waktunya. Kadang sudah mau tanam tapi pupuk
belum ada. Kuotanya juga sering kurang dari kebutuhan.” (Anggota Kelompok Tani).

Petani menambahkan hambatan terbesar nya yaitu keterlambatan
distribusi, kuota kecil, serta antrean panjang saat pembagian. “Antrean panjang itu
hal biasa. Tapi kalau telat datang, itu yang bikin pusing. Soalnva pemupukan tidak
bisa sembarangan waktu.” (Anggota Kelompok Tani).

Dalam proses komunikasi dinilai cukup baik, melalui pertemuan rutin.
“Kalau ada masalah biasanya kami langsung tanva ke ketua atau penyuluh. Mereka
cepat jawab, cuma kadang tidak bisa langsung memberi solusi karena tergantung
atasan.” (Anggota Kelompok Tani).

Dalam mekanisme pendistribusian pupuk, distributor menjelaskan bahwa
penyaluran dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan produsen. Setelah pupuk tiba di
gudang, mereka langsung menyalurkan ke pengecer (kios). “Pupuk dari produsen
masuk ke gudang kami. Setelah itu kami salurkan ke pengecer berdasarkan alokasi.
Pengecer lah yvang kemudian membagikan ke kelompok tani.” (Distributor pupuk).
Distributor juga menjelaskan bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan Dinas jika
terjadi perubahan alokasi atau pengiriman. “Kalau ada perubahan jadwal atau ada
kekurangan pasokan, kami langsung lapor ke Dinas. Soalnya nanti yang kena
komplain itu pengecer dan kelompok. " (Distributor pupuk).

Namun, Hambatan paling sering adalah cuaca buruk, keterlambatan dari
produsen, atau kesalahan data RDKK. Distributor juga harus melaporkan seluruh
transaksi secara berkala kepada Dinas. “Setiap keluar pupuk harus ada bukti transaksi
dan tanda tangan. Semua itu kami laporkan. Kalau ada penyaluran yang tidak sesuai,
risikonya besar bagi kami.” (Distributor pupuk).
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Dalam prosesnya, RDKK sistemnya pengajuan ke kelompok tani lalu
diserahkan ke ketua Gapoktan dan disetor ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
Meskipun sudah terdata dan tertata, masih terdapat penyelewengan di lapangan.
“Sava sudah mengajukan RDKK, namun KTP sayva tidak valid. Padahal dalam syarat
yang tertera maksimal luas lahan 2 hektar untuk satu nama, sedangkan luas lahan
saya tidak sampai 2 hektar,” (Petani Non-penerima). “KTP tidak valid sebenarnya
sudah kami ajukan tapi tidak masuk sistem RDKK, mungkin ada nama kembar yang
lebih dari 2 hektar atau misalkan pengajuan lebih dari 2 hektar,” (Ketua Gapoktan).

Namun, masih ditemukan beberapa penyelewengan seperti adanya
beberapa pertani yang mendapatkan pupuk subsidi padahal sawahnya lebih dari 2
hektar. Hal itu terjadi karena petani tersebut meminjam KTP/nama petani lain supaya
jatah pupuk nya bertambah dan kondisi tersebut masih berjalan hingga saat ini.

Anggota kelompok tani juga mengeluhkan bahwa pupuk yang diterima
sering tidak sesuai jumlah kebutuhan lahan dan terkadang distribusinya tidak tepat
waktu, khususnya saat musim hujan dan masa tanam serentak. “Kami biasanya dapat
pupuk terlambat, padahal waktu tanam sudah jalan. Akhirava harus beli pupuk
nonsubsidi dulu,” (Petani penerima pupuk subsidi).

Meskipun begitu, komunikasi internal antara kelompok tani dan penyuluh
sudah cukup baik, dan para petani tetap aktif menyusun RDKK setiap tahun sebagai
bentuk partisipasi mereka. Petani menilai peran kelompok tani sangat besar dalam
kelancaran pembagian pupuk. “Turut serta aktif dalam kelompok itu kuncinva. Kalau
bukan karena pertemuan rutin, kami tidak tahu apa-apa soal penyuluhan dan jadwal
pupuk.” (Petani penerima pupuk subsidi).

D. Komponen Product ( Produk)

Komponen [miuk menilai hasil dan dampak kebijakan terhadap petani
dan sektor pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan
menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi berdampak positif terhadap
peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya produksi.

Dinas menyampaikan bahwa kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014

memberikan dampak positif terhadap ketersediaan pupuk subsidi. Dengan adanya
sistem pendataan berbasis RDKK, distribusi menjadi lebih teratur dibandingkan
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sebelumnya. “Sejak menggunakan RDKK yang terintegrasi, ketersediaan pupuk jauh
lebih terkontrol. " (Staff Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas juga menilai produktivitas petani cenderung meningkat terutama
bagi penerima pupuk subsidi karena biaya produksi lebih rendah sehingga petani
dapat menjaga tingkat pemupukan yang optimal. “Produktivitas memang meningkat,
terutama pada komoditas seperti padi dan jagung. Pupuk subsidi membantu petani
mempertahankan dosis pupuk yang ideal, sehingga hasil panen stabil bahkan
cenderung naik. " (Staff Dinas Pertanian Kabupaten Kedir).

Menurut Dinas, keberhasilan program dapat dilihat dari meningkatmya
keteraturan distribusi dan menurunnya laporan penyalahgunaan pupuk. “Jika
dibandingkan sebelum Perbup ini ada, sekarang laporan penvimpangan jauh
berkurang. Monitoring bisa dilakukan lebih mudah karena datanya jelas dan bisa
dilacak.” (Staff Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Dinas menyarankan peningkatan akurasi RDKK serta penambahan alokasi
pupuk terutama pada musim tanam tertentu yang membutuhkan pupuk lebih banyak.
“Yang perlu diperbaiki itu pendataan. Masih sering kami menerima RDKK vang
terlambat atau tidak akurat. Selain itu, kami harvap alokasi bisa ditambah, karena
kebutuhan petani semakin meningkat tiap tahun. " (Staff Dinas Pertanian Kabupaten
Kediri).

Selanjutnya, Ketua Gapoktan menjelaskan bahwa pupuk subsidi sangat
berdampak pada produksi tanam. Pupuk yang tersedia tepat waktu dapat
meningkatkan kualitas tanaman dan kuantitas hasil panen. Ketua menyampaikan
bahwa pupuk subsidi secara signifikan meringankan biaya produksi, terutama bagi
petani kecil. “Pupuk subsidi ini sangat membantu. Kalau tidak pakai subsidi, biava
produksi bisa naik dua kali lipat. Petani kecil pasti berat. Dengan subsidi, setidaknyva
mereka masih bisa untung.” (Ketua Gapoktan Desa Ketawang).

Ketua juga menilai tingkat kepuasan bervariasi. Sebagian besar puas
dengan mekanisme pembagian, namun kuota yang kecil membuat masih ada keluhan.
Saran utama adalah penambahan kuota pupuk serta perbaikan proses pengiriman agar
tidak terjadi keterlambatan. “Kalau bisa kuotanya ditambah. Kami juga berharap
tidak ada lagi keterlambatan dari pabrik. Itu yang paling sering bikin masalah.”
(Ketua Gapoktan Desa Ketawang).
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Dari sisi produktivitas, para petani di Desa Ketawang merasakan
peningkatan hasil panen, terutama pada komoditas jagung dan padi. Namun, sebagian
petani mengeluhkan bahwa ketidakseimbangan jenis pupuk (terlalu banyak Urea,
sedikit NPK) menyebabkan tanah menjadi keras dan menurunkan kualitas hasil pada
musim berikutnya. “Kami terlalu sering pakai Urea karena NPK susah didapat.
Lama-lama tanahnya keras, hasilnya menurun,” (Anggota Kelompok Tani).

Pupuk subsidi secara langsung mengurangi beban biaya, terutama bagi
petani dengan lahan kecil. “Biava pupuk itu paling besar. Kalau dapat subsidi, biava
bisa turun banyak. Kalau tidak, modal bertani itu kadang malah rugi.” (Anggota
Kelompok Tani). Mereka juga mengatakan terkait kepuasan yang bervariasi, namun
mayoritas petani merasa terbantu. “Kami terbantu sekali, tapi kami berharap jumlah
pupuk bisa lebih banyak. Soalnya kebutuhan lahan tidak selalu sama setiap musim.”
(Anggota Kelompok Tani). Mereka berharap kuota ditambah serta distribusi
dipercepat.

Menurut distributor mengenai kebijakan pupuk bersubsidi, pihak
distributor mengakui bahwa kebijakan Perbup membuat alur distribusi lebih tertata
dan meminimalkan penyelewengan. “Sekarang distribusi lebih jelas, tidak ada lagi
petani yang membeli tanpa nama. Itu bagus untuk mencegah penvalahgunaan.”
(Distributor pupuk).

Distributor juga menyampaikan bahwa sebagian besar petani merasa puas
dengan pelayanan, meskipun ada keluhan ketika stok terlambat. Distributor menilai
kebijakan cukup efektif dalam mengurangi kelangkaan pupuk, meskipun masalah
masih muncul ketika pasokan dari produsen tidak stabil. “Duwlu pupuk langka sekali,
tapi sekarang sudah jarang. Kalau pun terjadi, biasanya karena pasokan telat, bukan
karena kami salah menvalurkan.” (Distributor pupuk). Distributor berharap
pendataan RDKK lebih tertib dan pasokan dari produsen lebih stabil.

Dari sisi petani penerima, mereka mampu menekan pengeluaran hingga
20-30% dibanding sebelum ada program subsidi. “Kalau beli pupuk nonsubsidi satu
sak bisa 200 ribu lebih, tapi kalau subsidi cuma 120 ribu, jelas membantu,” (Petani
penerima). Namun, bagi petani non-penerima menyatakan bahwa mereka terpaksa
mengurangi dosis pemupukan atau membeli pupuk nonsubsidi yang harganya tinggi.
Hal ini secara langsung berdampak pada menurunnya hasil panen. “Karena nama
saya tidak masuk RDKK, saya harus beli pupuk non-subsidi. Jujur saja, saya terpaksa
pakai sedikit-sedikit. Akhirnva panennya juga turun.” (Petani non-penerima).
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Mereka merasakan perubahan pendapatan vang cukup signifikan. Biaya
produksi lebih ringan karena sebagian kebutuhan pupuk ditanggung pemerintah.
Namun, Petani non-penerima mengaku pendapatan mereka jauh lebih rendah. Mereka
sering mengalami kerugian terutama saat musim tanam yang kurang menguntungkan.
Mayoritas petani penerima menyampaikan bahwa mereka puas dengan adanya pupuk
subsidi karena langsung terasa manfaat ekonominya. Namun, sebagian besar tetap
menyampaikan keluhan terkait jumlah kuota yang lebih kecil daripada kebutuhan.
Namun, Petani non-penerima menyampaikan ketidakpuasan karena merasa tidak
mendapatkan keadilan dalam pendataan. Mereka berharap bisa ikut terdaftar dalam
RDKK agar dapat mengakses pupuk subsidi.

Petani penerima mengaku lebih bersemangat bertani karena biaya
produksi lebih ringan dan hasil lebih terjamin. Pupuk subsidi dianggap sebagai
“jaminan keberlanjutan” usaha pertanian mereka. “Subsidi itu yang membuat kami
tetap bertahan jadi petani.” (Petani penerima). Sedangkan Petani non-penerima
merasa motivasi mereka menurun karena beban biaya produksi jauh lebih tinggi.
“Yang membuat kami bertahan hanya harapan bahwa tahun berikutnya masuk
RDKK. " (Petani non-penerima).

Dari sisi sosial, kebijakan ini mampu meningkatkan semangat petani untuk
terus bertani karena merasa diperhatikan oleh pemerintah. Namun, aspek keadilan dan
pemerataan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah, karena masih ada petani yang
tidak terdaftar dan tidak memperoleh subsidi. “Bagi yang dapat subsidi, jelas
semangat, tapi vang tidak dapat justru kecewa. Harusnya pemerintah perbarui
datanya, " (Petani non-penerima).

Saran yang paling banyak disampaikan terkait kelancaran distribusi pupuk.
“Kalau bisa, pupuk jangan telat. Kita itu bekerja mengikuti musim, bukan menunggu
pupuk.” (Petani penerima). Sementara petani non penerima mengatakan “Yang
penting datanva harus benar. Jangan sampai petani kecil tidak masuk daftar lagi.”
(Petani non-penerima).

4.2 Pembahasan

Bagian pembahasan ini menjelaskan temuan penelitian berdasarkan hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ketawang,
Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pembahasan diarahkan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Bupati
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Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagai Upaya
Membantu Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri™.
21

Analisis dalam pembahasan ini menggunakan model evaluasi kebijakan
CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L.
Stufflebeam, dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik yang memandang
kebijakan perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan, pelaksanaan, dan
hasil kebijakan telah sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan Model Evaluasi CIPP :
A. Komponen Context (Konteks)

Komponen context dalam evaluasi CIPP digunakan untuk menilai latar
belakang, kebutuhan, dan relevansi kebijakan terhadap kondisi masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014
diterbitkan untuk menjawab kebutuhan petani terhadap ketersediaan pupuk dengan
harga terjangkau, sekaligus mengatasi permasalahan kelangkaan dan penyelewengan
distribusi pupuk yang sering terjadi sebelum adanya kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pertanian dan
kelompok tani, diketahui bahwa kebijakan ini dianggap masih relevan dan dibutuhkan
oleh petani di Kabupaten Kediri, terutama untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul persoalan seperti ketidaksesuaian data
penerima pupuk, perbedaan kuota antar kelompok, serta belum meratanya akses
pupuk di semua wilayah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara konteks, kebijakan Perbup No. 28
Tahun 2014 sudah tepat secara tujuan dan kebutuhan, tetapi masih memerlukan
pembaruan sistem agar lebih adaptif dengan kondisi terkini di lapangan, terutama
dalam hal pendataan lahan dan petani penerima subsidi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Valeriana Darwis dan Supriyati (2014)
yang menyatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk secara umum relevan, namun
efektivitasnya masih terganggu oleh lemahnya sistem pendataan dan distribusi.
Artinya, dari sisi konteks, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat dan selaras dengan
kebutuhan masyarakat tani, tetapi perlu penyesuaian agar tetap tepat sasaran.

Penelitian Darwis & Supriyati juga menggunakan pendekatan evaluasi
kebijakan yang menekankan pentingnya kesesuaian context dan input sebagai dasar
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efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Penelitian mereka menyatakan bahwa kebijakan
yang baik harus didasari kebutuhan dan relevansi (context), efektivitas sangat
bergantung pada kualitas data, SDM, dan sarana (input).

Hal ini selaras dengan penelitian ini yang juga menemukan bahwa Perbup
No. 28 Tahun 2014 masih relevan dengan kebutuhan petani (context), namun masih
terdapat masalah pada akurasi data RDKK dan ketersediaan SDM penyuluh (input).
Persamaannya sama-sama berangkat dari prinsip bahwa kebijakan hanya efektif bila
konteks kebutuhannya tepat dan input pelaksanaannya kuat dan sejalan dengan teori
dasar model CIPP.

B. Komponen Input (Masukan)

Komponen input menilai sumber daya, strategi, dan sarana pendukung
yang digunakan unta mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian,
proses per‘encanaannyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri dilakukan
melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun
oleh kelompok tani dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian. Namun, beberapa informan
menyatakan bahwa data RDKK tidak selalu mutakhir, karena masih terdapat nama-
nama petani yang sudah tidak aktif, serta petani baru yang belum terdaftar.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia penyuluh pertanian dinilai
masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja, sehingga pengawasan dan
pembinaan terhadap kelompok tani belum maksimal. Dari sisi sarana dan prasarana,
jumlah kios pupuk lengkap (KPL) sudah mencukupi, namun jarak gudang distributor
dengan wilayah kelompok tani tertentu cukup jauh, menyebabkan keterlambatan
distribusi pada masa tanam tertentu.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kelemahan pada aspek input i
menunjukkan bahwa perencanaan teknis dan dukungan sumber daya belum optimal
untuk mencapai hasil kebijakan yang diharapkan. Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian Ragimun, Makmun, dan Sigit Setiawan (2020) yang menyebutkan bahwa
efektivitas kebijakan subsidi pupuk sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan peran
aktif aparat pertanian dalam pembinaan petani. Dengan demikian, untuk memperbaiki
aspek input, perlu adanya validasi data penerima pupuk secara berkala, peningkatan
kapasitas SDM pertanian, dan penguatan sistem distribusi berbasis data digital agar
penyaluran pupuk lebih efisien dan tepat sasaran.
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Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan evaluasi kebijakan
subsidi pupuk memerlukan perhatian pada komponen proses, terutama koordinasi,
mekanisme penyaluran, dan pengawasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa
komponen process sangat menentukan efektivitas kebijakan, sesuai teori CIPP bahwa
process evaluation dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi dan
menilai apakah mekanisme pelaksanaan sudah sejalan dengan desain kebijakan.
Persamaannya sama-sama menempatkan process evaluation sebagai penentu efektif
tidaknya kebijakan, sesuai teori CIPP dan teori evaluasi kebijakan publik.

C. Komponen Process (Proses)

Komponen process berfokus pada pelaksanaan kebijakan di lapangan,
meliputi mekanisme distribusi, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan selama
proses penyaluran pupuk berlangsung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
penyaluran pua bersubsidi telah mengikuti alur resmi yang diatur pemerintah, yaitu
dari produsen ke distributor lalu pengecer/kios ke kelompok tani dan diterima oleh
petani. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan pengiriman,
ketidaktepatan jumlah, dan perbedaan informasi antara pihak Dinas, distributor, dan
kelompok tani.

Selain itu, pengawasan di tingkat bawah masih terbatas karena jumlah
penyuluh pertanian yang minim serta kurangnya transparansi data penerima di tingkat
kelompok. Kondisi ini menimbulkan potensi kecemburuan sosial antar petani,
terutama antara petani penerima dan non-penerima subsidi.

Dari sudut pandang evaluasi kebijakan, permasalahan ini menunjukkan
bahwa proses pelaksanaan belum sepenuhnya efektif dan efisien, meskipun prosedur
administrasi sudah tersedia. Proses distribusi pupuk di lapangan masih memerlukan
sinkronisasi antar lembaga dan penegakan sistem pengawasan yang lebih kuat, agar
kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi
seluruh petani.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ikham Kholis dan Khasan
Setiaji (2020) yang mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pupuk
bersubsidi, koordinasi antar aktor dan efektivitas komunikasi menjadi faktor penting
agar penyaluran pupuk tepat waktu dan sesuai sasaran. Dengan demikian, aspek
process dalam evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan sudah berjalan, tetapi
belum optimal karena masih terhambat oleh koordinasi, pengawasan, dan perbedaan
data antara instansi terkait.
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Penelitian mereka, meskipun berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi
pada petani padi, menggunakan kerangka evaluasi vang serupa, vakni efektivitas
kebijakan diukur melalui input, proses distribusi, serta hasil (product) berupa dampak
terhadap petani. Perspektif ini sejalan dengan model CIPP vang digunakan dalam
penelitian ini. Keduanya menilai efektivitas kebijakan melalui kecukupan data dan
perencanaan (input), kelancaran proses penyaluran (process), dan hasil berupa
produktivitas petani (product). Persamaannya sama-sama memaknai efektivitas
kebijakan melalui kerangka evaluasi yang terpadu dan berorientasi pada dampak.

D. Komponen Product (Produk)

Komponen product digunakan untuk menilai hasil, dampak, dan manfaat
kebijakan terhadap masyarakat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas
petani menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi memberikan manfaat nyata
dalam meringankan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Sebelum adanya
subsidi, petani harus membeli pupuk dengan harga tinggi, sementara setelah kebijakan
diberlakukan, biaya pemupukan dapat ditekan hingga 20-30%.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dampak vang
belum sesuai harapan, yaitu ketimpangan distribusi antara petani penerima dan non-
penerima subsidi, serta ketidakseimbangan jenis pupuk (dominan Urea, sedikit NPK)
yang menyebabkan penurunan kualitas tanah dalam jangka panjang.

Dari sisi sosial, kebijakan ini berdampak positif karena meningkatkan
semangat petani untuk tetap bertani. Tetapi dari sisi keadilan, kebijakan ini belum
sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan, karena masih ada kelompok tani kecil
yang tidak terakomodasi dalam daftar penerima pupuk.

Menurut teori evaluasi kebijakan publik, evaluasi hasil kebijakan tidak
hanya diukur dari pencapaian target output (seperti jumlah pupuk tersalurkan), tetapi
juga harus mempertimbangkan outcome (dampak bagi masyarakat) dan sustainability
(keberlanjutan). Dengan demikian, meskipun kebijakan ini telah berhasil
meningkatkan produktivitas, perlu upaya lanjutan agar hasil kebijakan berkelanjutan
dan merata bagi semua petani.

Penemuan ini juga memperkuat hasil penelitian Maman, Aminudin, dan
Novriana (2011) yang menegaskan bahwa kebijakan subsidi pupuk mampu
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meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi perlu dikombinasikan dengan kebijakan
penggunaan pupuk berimbang agar tanah tetap subur dalam jangka panjang.

Penelitian tersebut menggunakan landasan teori evaluasi hasil kebijakan
yang menilai produktivitas petani sebagai ukuran keberhasilan (product evaluation).
Mereka menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak berhenti pada output
administratif, tetapi perlu mengukur outcome berupa peningkatan hasil panen,
efisiensi biaya, kesejahteraan petani. Penelitian ini juga menerapkan prinsip teori
tersebut, karena menilai efektivitas kebijakan melalui peningkatan produktivitas,
manfaat ekonomi, dan keberlanjutan penggunaan pupuk. Persamaannya sama-sama
berpijak pada teori evaluasiduk dalam model CIPP yang menilai hasil kebijakan
melalui outcome nyata bagi masyarakat.
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BABY
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Evaluasi Kebijakan

Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Be@sidi
sebagai Upaya Membantu Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri”, dengan
menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Dari aspek Context (Konteks): 23
Kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk
menjamin ketersediaan pupuk bagi petani denggfj harga yang terjangkau serta
mencegah kelangkaan pupuk di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian,
kebijakan ini dinilai masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan petani di
Kabupaten Kediri karena mampu membantu meningkatkan produktivitas
pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah. Namun demikian,
terdapat kendala dalam aspek pemerataan penerima pupuk bersubsidi, di
mana sebagian petani kecil belum sepenuhnya terakomodasi dalam daftar
penerima manfaat.

Dari aspek Input (Masukan):

Kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan sistem FEgncanaan kebijakan
sudah tersedia, namun belum sepenuhnya optimal. Penyusunan Rencana
Defmitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih menghadapi kendala pada
akurasi data petani dan luas lahan, sementara jumlah penyuluh pertanian dan
pengawasan lapangan masih terbatas. Selain itu, sarana distribusi pupuk di
beberapa wilayah belum merata, sehingga menyebabkan keterlambatan
pengiriman pupuk pada waktu tanam tertentu.

Dari aspek Process (Proses):

Mekanisme pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk telah mengikuti prosedur
yang berlaku, yaitu melalu jalur produsen — distributor — pengecer/kios —
kelompok tani — petani. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan
ketidaktepatan waktu distribusi, perbedaan informasi antar pihak, serta
lemahnya koordinasi dan transparansi data. Hal ini menunjukkan bahwa
proses pelaksanaan kebman berjalan, tetapi belum efektif sepenuhnya
dalam mencapai prinsip enam tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,
tepat mutu, tepat tempat, dan tepat sasaran).
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4, Dari aspek Prod (Produk):
Hasil kebijakan menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi memberikan dampak
positif terhadap peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya produksi petani.
Petani penerima subsidi mampu menekan biaya pemupukan dan
meningkatkan hasil pertanian dibanding sebelum kebijakan diterapkan.
Meskipun demikian, masih terdapat masalah dalam pemerataan penerimaan
pupuk dan ketidakseimbangan penggunaan jenis pupuk (terlalu dominan Urea)
yang dapat memengaruhi kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Perbup
No. 28 Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat nyata bagi
petani, tetapi belum optimal secara menyeluruh. Aspek yang masih perlu diperbaiki
meliputi pembaruan data penerima subsidi, pemgkatan kapasitas pengawasan, dan
pemerataan distribusi pupuk di tingkat desa agar tujuan kebijakan dapat tercapai
secara efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti
memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan data RDKK secara berkala dengan
melibatkan penyuluh pertanian dan kelompok tani agar data penerima pupuk
subsidi benar-benar akurat dan mutakhir.

2. Memanfaatkan teknologi digitalisasi pendataan dan pelaporan distribusi
pupuk untuk mempermudah pengawasan dan mempercepat proses verifikasi
data RDKK.

3. Melakukan pengawasan lapangan secara rutin dan transparan, dengan
melibatkan perangkat desa dan kelompok tani agar penyaluran pupuk lebih
akuntabel dan menghindari penyelewengan.

4. Meninjau kembali proporsi jenis pupuk bersubsidi, agar tidak hanya berfokus
pada Urea tetapi juga memperhatikan kebutuhan pupuk berimbang seperti
NPK dan organic.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah
Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi serta
memperkuat sistem evaluasi kebijakan publik di sektor pertanian agar lebih adil,
transparan, dan berkelanjutan.
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